BAB 11

LANDASAN TEORI

A. TEORI KEAGENAN (AGENCY THEORY)

Agency theory menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara
pihak yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu (principal /
pemilik / pemegang saham). Agency theory memfokuskan pada penentuan
kontrak yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan
agen.”* Dalam dalam ini pemilik perusahaan mengharapkan manajemen
mampu untuk mengotimalkan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut
secara maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Pada praktik perusahaan, pihak pemilik perusahaan yang memberikan
wewenang kepada manajemen sering terjadi masalah  karena
ketidaksessuaian dengan kepentingan manajemen. Dengan kewenangan
yang dimiliki, manajemen bisa bertindak demi keuntungan sendiri dan
mengabaikan kepentingan pemilik perusahaan karena perbedaan pandangan
terhadap keberadaan perusahaan.

Pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan sangat rentan
terhadap terhadap masalah keagenan (agency problem). Teory agensi adalah
korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang

saham dan manajer sebagai agent sehingga kondisi corporate governance

* Antonius Alijoyo Dan Subarto Zaini, Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG Di
Perusahaan, (Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia, 2004) Hal 6
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akan direfleksikan dengan baik dalam bentuk sentiment pasar. Teori
keagenan menjelaskan hubungan intern perusahaan bersifat kontrak antara
pemilik (principal) dengan agen untuk melakukan usaha bagi kepentingan
principal. Pihak principal menyerahkan aktivitas operasional perusahaan
oleh agen.”
Terdapat beberapa asumsi dasar yang membangun teori ini,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Agency Conflict
Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara principal
dan agen (agency conflict), konflik yang timbul sebagai akibat keingina
manajemen (agen) untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan
kepentingannya yang dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham

(prinsipal) untuk memperoleh return dan nilai jangka panjang

perusahaan. Agency conflict timbul pada berbagai hal sebagai berikut:

a) Moral-hazard, manajemen memilih investasi yang paling sesuai
dengan kemampuan dirinya dan bukan yang paling menguntungkan
bagi perusahaan. Misalnya, penugasannya tinggi sehingga para
manajer akan berada pada posisi untuk mengekstrak tingkat
remunerasi yang lebih tinggi dari perusahaan.

b) Earning Retention, manajemen cenderung mempertahanka tingkat
pendapatan perusahaan yang stabil, sedangkan pemegang saham lebih

menyukai disstribusi kas yang lebih tinggi melalui beberapa peluang

2> Ramadhan Surya Perdana, Skripsi, “Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap
Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2010-2012)”, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014), hal 12
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investasi internal yang positif (internal positive investment
opportunities).

¢) Risk Aversion, manajemen cenderung mengambil posisi aman untuk
mereka sendiri dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini,
mereka akan mengambil keputusan investasi yang sangat aman dan
masih dalam jangkauan kemampuan manajer. Mereka akan
menghindari keputusan investasi yang dianggap menambah resiko
bagi perusahaannya walaupun mungkin hal itu bukan pilihan terbaik
bagi perusahaan.

d) Time-Horizon, manajemen cenderung hanya memperhatikan cashflow
perusahaan sejalan dengan waktu penugasan mereka. Hal ini dapat
menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan yaitu berpihak pada
proyek jangka pendek dengan pengembalian akuntansi yang tinggi
(short term high accounting return project) dan kurang atau tidak
berpihak pada proyek jangka panjang dengan pengembalian NPV
positif yang jauh lebih besar.*

2. Agency Problem
Asumsi dasar lainnya yang membangun agency theory dalam
agency problem yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara
kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai

pengelola. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang diinvestasikan

%% Ibid, Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen..., hal 7.
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mendapatkan return maksimal, sedangkan manajer berkepentingan
terhadap perolehan incentive atas pengelolaan dana pemilik.

Dalam perkembangan selanjutnya, agency theory mendapat
respons lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang
ada. Berbagai pemikiran mengenai corporate governance berkembang
dengan bertumpu pada agency theory dimana pengelolaan perusahaan
harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan
dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan
ketentuan yang berlaku.”’

Sehubungan dengan teori keagenan, maka pihak yang paling
bekepentingan  terhadap  kinerja manajemen adalah  pemilik
(shareholders). Untuk kepentingan pemilik itulah dewan komisaris
dibentuk dan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemilik untuk
memastikan bahwa manajemen mengelola perusahaan dengan baik
adalah dengan mekanisme corporate governance yang tepat. Dengan
mekanisme corporate governance yang tepat diharapkan manajemen
akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sehubungan dengan
kepentingan pemilik.

Berbagai pemikiran corporate governance berkembang bertumpu
pada agency theory, dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan

dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan

" Noor Laila, Analisis Pengaruh Good corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode
2005-2009), (Semarang: Universitas Diponegoro, 2011), hal 15.
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penuh kepatuhan terhadap berbagai peraturan dan ketentuan yang
berlaku.”®
TEORI LEGITIMASI (LEGITIMACY THEORY)

Legitimasi Theory didasari oleh kontrak sosial yang terjadi antara
perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan
menggunakan sumber ekonomi. Teori ini dibutuhkan perusahaan untuk
peroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Teori ini dibutuhkan oleh
perusahaan-perusahaan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan
masyarakat luas. Teori ini menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan
bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat.

Teori legitimasi memfokuskan pada interaksi antara perusahaan
dengan masyarakat. Sehingga tujuan metode operasi dan output organisasi
harus sesuai dengan norma dan nilai sosial. Teori Legitimacy merupakan
pusat kontrak sosial baik secara implisit maupun eksplisit, perusahaan
mempunyai kontrak dengan masyarakat secara keseluruhan dan kontrak
sosial diungkap kan melalui harapan masyarakat yang tidak tetap selamanya
dan berubah dari waktu ke waktu.

Teori legitimasi menyebutkan bahwa legitimasi merupakan faktor
penting bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke
depan. Hal-hal yang berkaitan dengan etika bisnis, perhatian dan
pengembangan kinerja karyawan, dampak terhadap lingkungan perusahaan

turut berkontribusi dalam meningkatkan /egitimasi. Dengan demikian maka

8 1bid, Noor Laila, Analisis Pengaruh Good..., Hal 16.
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kepedulian perusahaan terhadap lingkungan yang kemudian ditunjukkan
melalui environmental disclosures, diharapkan dapat meningkatkan
legitimasi dan berdampak baik untuk jangka panjang perusahaan.

Teori legitimasi ini sesuai dengan variabel corporate social
responbility yang merupakan suatu bentuk pengabdian perusahaan untuk
menyisihkan sebagian harta perusahaan untuk mengecilkan dampak negatif
yang kemungkin dapat terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan
dan upaya perusahaan untuk meningkatkan dampak positif dari operasi
perusahaan terhadap semua pihak yang berkepentingan terutama pihak
sosial dan lingkungan.”

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
1. Pengertian Good Corporate Governance
Good Corporate Governance (GCG) merupakan tata kelola
perusahaan yang memiliki agenda yang lebih luas lagi dimasa yang akan
datang. Fokus dari akuntabilitas perusahaan yang semula masih
terkonsentrasi atau berorientasi pada para pemegang saham
(stockholder), sekarang menjadi lebih luas dan untuk tata kelola

perusahaan juga harus memperhatikan kepentingan stakeholder.”’

¥ Isnani Fashikhah, Evi Rahmawati Dan Hafiez Sofyani “Determinan Environmental

Disclosures Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Dan Malaysia”, Jurnal Akuntansi Indonesia,
Vol. 7 No. 1 Januari 2018, Hal.35

3% Abdul Aziz, Analisis Pengaruh Good Corporate Governance (Geg) Terhadap Kualitas

Pengungkapan Sustainability Report, Jurnal Audit Dan Akuntansi, Vol. 3, No. 2, Desember 2014

Hal.67
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Corporate Governance merujuk pada tata kelola korporasi.
Tentang Corporate Governance, Philips Styles dalam Peter W.F Davies®'
mendefinisikannya sebagai “The System by which companies are
directed and controlled” atau perusahaan-perusahaan dikontrol sistem
dengan dan diarahkan. Sementara istilah “good” memberi ciri khusus
kepada sistem pengontrolan dan pengarahan atau tata kelola yang baik.
Sistem pengontrolan yang baik itulah yang menentukan tinggi dan
rendahnya kinerja sebuah korporasi atau perusahaan dalam mencapai visi
atau tujuannya.

Definisi Good Corporate Governance menurut para ahli,
diantaranya:

132

Tunggal’® “sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi
proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus
sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan dan masyarakat
sekitar”.

Forum for Corporate Governance in Indonesia/FCGI’’
“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemangku

kepentingan pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para

pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan

3! Sinuor Yosephus, Etika Bisnis: Pendekatan Filsafat Moral terhadap Perilaku Pebisnis,
(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hal 269-270.

 Amin Widjaja, Tunggal, The Fraud Audit Mencegah Dan Mendeteksi Kecurangan
Akuntansi. (Jakarta: Harvarindo,2012) Hal.24

33 Forum For Corporate Governance In Indonesia (FCGI), Seri Tata Kelola Perusahaan
(Corporate Governance) lilid 1 Edisi 3, (Jakarta: 2001)
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hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang
mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”.

Agoes® “Sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran
Dewan Komisaris peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku
kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut
sebagai proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan,
pencapainya dan penilaian kinerjanya”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate
Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan
mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan
sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders serta mengatur hubungan
dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang
kepentingan intern dan ekstern dalam mengendalikan perusahaan demi
tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak
yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para stakeholder
sesuai dengan aturan dan undang-undang.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam pedoman Good Corporate Governance disebutkan bahwa
penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disusun
mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban pemegang saham, komisaris,
direksi, komite-komite pendukung komisaris, sistem audit, sekretaris

perusahaan, stakeholders, keterbukaan, kerahasiaan, informasi orang

3% Sukkrisno, Agus, Etika Bisnis Dan Profesi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011) Hal.101
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dalam, etika berusaha dan anti korupsi, donasi, kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan kesempatan kerja sama.

Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance tersebut
adalah:*

1. Fairness, perlindungan kepentingan minority shareholders dari
penipuan, kecurangan, perdagangan dan penyalahgunaan oleh orang
dalam (shelf-dealing atau insider trading). Fairness adalah kesetaraan
perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan
sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Dalam hal ini
ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
perusahaan terlindungi dari kecurangan serta penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan.

2. Transparancy, pengungkapan informasi kinerja perusahaan baik
ketepatan waktu maupun akurasinya (keterbukaan dalam proses,
decision making, control, fairness, quality, standardization, efficiency
time and cost). Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan
suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi pihak-pihak
yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas
dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu
perusahaan dikelola. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa
masalah-masalah  strategis harus dipublikasi, sehingga akan

mengurangi keunggulan bersaing perusahaan.

3* Hasanuddin Rahman Daeng Naja, Manajemen Fit and Proper Test, (Yogyakarta:
Pustaka Widyatama, 2004) hal.60-62
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3. Accountability, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas
pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai dengan wewenang yang
dimiliki oleh seluruh organ perseroan. Dalam hal ini direksi (beserta
manajer) bertanggung jawab atas keberhasilan pengurusan perusahaan
dalam rangka mencapai tujuan yang telah disetujuai oleh pemegang
saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan
dan pemberian nasihat kepada direksi dalam rangka pengelolaan
perusahaan. Pemegang saham bertanggung jawab atas keberhasilan
pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

4. Responsibility, pertanggungjawaban perusahaan sebagai bagian dari
masyarakat kepada stakeholders dan lingkungan dimana perusahaan
itu berada.

5. Disclosure, adalah keterbukaan dalam mengungkapkan informasi
yang material dan relevan mengenai perusahaan. Disclosure erat
kaitanyya dengan transparansi, yaitu perusahaan harus dapat
memberikan informasi atau laporan yang akurat dan tepat waktu
mengenai kinerja perusahaan.

6. Independency, kemandirian adalah sebagai keadaan dimana
perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak
sesuai dengan mekanisme korporasi. Dalam hal ini ditekankan bahwa
dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, komisaris,

direksi dan manajer atau pihak-pihak yang diberi tugas untuk
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mengelola kegiatan perusahaan, terbebas dari tekanan/pengaruh baik
dari dalam maupun dari luar perusahaan.
3. Manfaat dan Tujuan Good Corporate Governance
Good Corporate Governance dalam arti sempit merupakan
pelaksanaan tugas dan kewajiban semua pihak dalam suatu korporasi
secara bertanggung jawab, hal itu merupakan cara terbaik untuk
meningkatkan kinerja perusahaan. Pada tataran ini, keuntungan dan
kepuasan semua pihak dengan sendirinya akan tercapai. Menurut Sutojo
dan Aldridge®, Good Corporate Governance mempunyai beberapa
tujuan dan manfaat yaitu:

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota
non pemegang saham yang bersangkutan.

b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus dan
manajemen perusahaan.

c. Meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen
senior perusahaan.

d. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus ditanggung
pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada
pihak manajemen.

e. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan

citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.

36 Ibid, Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, Penerapan Konsep..., hal 66
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f. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
di suatu perusahaan.

Untuk itu, perusahaan atau korporasi wajib memiliki panduan
untuk tata kelola yang baik, kode etik, atau panduan-panduan etis yang
dirumuskan secara memadai, kemampuan berkomunikasi yang baik dari
para pemegang saham serta kompetensi yang memadai dari para
komisaris sehingga mampu menilai kinerja manajemen secara tepat.
Semua persyaratan seperti itu dengan sendirinya akan membuat suatu
korporasi mencapai tujuan perusahaan yang didasarkan pada target yang
telah ditetapkan.

Adapun proksi dari variable penelitian good corporate governance
antara lain:

a. Kepemilikan Manajerial

Menurut Sudana®” menyatakan bahwa kepemilikan manajerial
adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut
dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur
dan komisaris. Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana
manajer ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan.
Manajer kemudian akab berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai
perusahaan sehingga ia pun akan menikmati sebagai keuntungan
bagiannya tersebut. Semakin besar kepemilikan saham oleh

manajerial, maka pihak manajerial akan bekerja lebih proaktif dalam

37 Sudana, Manajemen Keuangan Perusahaan, Edisi Kedua. (Jakarta: Erlangga, 2015) hal.4
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mewujudkan kepentingan pemegang saham dan akhirnya akan
meningkatkan kepercayaaan, kemudian nilai perusahaan juga akan
naik.

Kepemilikan manajerial adalah besarnya persentase kepemilikan
saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan manajerial merupakan
informasi penting bagi pengguna laporan keuangan, sehingga
informasi ini akan diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.® Kepemilikan saham yang besar dan intensif dari segi
ekonominya akan menyetarakan kepentingan dengan prinsip
manajemen. Kepemilikan  manajerial dalam  penelitian  ini

menggunakan skala rasio dengan pengukuran:

__JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKT DIREKSI DAN KOMISARIS
JUMLAH TOTAL SAHAM EBIASA

KM
b. Kepemilikan Institusional

Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka
semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk
mengawasi manajemen dan akibatnya memberikan dorongan yang
lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga
pembagian deviden juga mengalami peningkatan. Peningkatan
kepemilikan institusional seperti bank, perusahaan asuransi,

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya merupakan

monitoring agent yang efektif untuk mengurangi agency conflict

¥ Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan, Kepemilikan Manajeral: Kebijakan Hutang,
Kinerja dan Nilai Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Universitas Kristen Petra. 9(1).
PP 1-8, 2007



33

dalam perusahaan karena dapat mengurangi kebutuhan akan
konsentrasi kepemilikan manajerial dan pembiayaan utang dalam
mengontrol agency conflict.”

Kepemilikan institusional merupakan salah satu indicator
mekanisme  Corporate  Governance yang bersifat eksternal.
kepemilikan institusional adalah jumlah presentase hak suara yang
dimiliki oleh institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dan
perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional biasanya
diukur sesuai dengan persentase kepemilikan saham yang dimilik oleh
investor institusi perusahaan dari seluruh modal saham yang beredar.
Saham institusi merupakan penjumlahan atas saham perusahaan yang
dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di
luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri.*’

Kepemilikan institusional juga dapat digunakan untuk
mengurangi masalah keagenan yang terjadi antara agen dan principal.
Kepemilikan institusional adalah proporsi yang dimiliki oleh
pemegang saham oleh pihak institusional seperti perusahaan asuransi,
bank, perusahaan investasi dan kepemilikan saham lainnya.
Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang besar (lebih

dari 5%) menunjukkan kemampuannya untuk memaksimalkan nilai

3 Muhammad Tamrin dan Bahtiar Maddatuang, Penerapan Konsep Good Corporate
Governance Dalam Industri Manufaktur di Indonesia, (Bogor: IPB Press, 2019) hal 72-73.

% Susiana, Dan Arleen Herawaty, Analisis Pengaruh Independensi, Mekaninsme Corporate
Governance, Dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan, Simposium Nasional
Akuntansi X, 2007, Hal.8
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perusahaan. Kepemilikan institusional dalam penelitian ini

menggunakan skala rasio dengan pengukuran:

JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKIOLEH INSTITUSI

KI =
JUMLAH TOTAL SAHAM BIASA

c. Dewan Komisaris Independen

Antonius dan Zaini*' yang menyatakan bahwa komisaris
independen memegang kendali dalam mengarahkan perusahaan untuk
menjalankan operasional sesuai dengan standar yang telah ditentukan
sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Pencapaian
tujuan perusahaan tidak terlepas dari peran komisaris independen yang
turut mengawasi para manajer agar bekerja dengan berorientasi pada
majunya perusahaan, dengan demikian nilai perusahaan akan
meningkat. Indikator yang digunakan untuk mengatur komisaris
independen adalah presentase jumlah komisaris independen dari
jumlah anggota dewan komisaris yang ada.

Komisaris independen dapat diukur dari persentase komisaris
independen yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran
terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris, juga tidak
memiliki kepentingan di dalam perusahaan tersebut. Sekurang-
kurangnya komisaris independen memiliki 30% dari jumlah seluruh
anggota komisaris, berarti pedoman good corporate governance telah

terpenuhi untuk menjaga independensinya serta mengambil keputusan

I Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen. ... Hal.119
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dengan efektif, tepat, dan cepat.* Komisaris independen dalam

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio dengan pengukuran:

JUMLAH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN

DKI =
JUMLAH TOTAL DEWAN KOMISARIS

d. Komite Audit
Ukuran sukses komite audit yang berhubungan dengan kegiatan
organisasi adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen seperti
pelayanan, kualitas dan biaya. Oleh karena itu, komite audit memiliki
wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan
terhadap masalah-masalah di dalam lingkup tanggungjawabnya yang
mempunyai tugas membantu dewan komisaris. Dengan demikian
komite audit sebagai perwujudan dari implementasi Good Corporate
Governance berkaitan dengan peran Corporate Governance yaitu:
1) Mengawasi proses penyusunan Corporate Governance.
2) Memastikan ~ bahwa  manajemen  senior  secara  aktif
mensosialisasikan budaya Corporate Governance.
3) Memonitor bahwa Code of Conduct telah dilaksanakan secara
konsekuen.
4) Memantau bahwa perusahaan mematuhi Undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
5) Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil

evaluasi pelaksanaan Corporate Governance dan temuan lainnya.

42 Wardoyo, dan Theodora Martina Veronica, Pengaruh Good Corporate Governance,
Corporate Social Responsibility, dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan, Jurnal
Dinamika Manajemen, Vol. 4, No. 2, 2013
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Oleh karena itu peran komite audit erat kaitannya dengan Good
Corporate Governance dan dapat dijadikan tolak ukur sukses bagi
suatu perusahaan. Komite audit merupakan pilar penting dalam
penerapan Good Corporate Governance, karena komite audit juga
berperan dalam evaluasi laporan keuangan.*

Komite audit dihitung dengan menghitung jumlah anggota
komite audit yang ada diperusahaan. Komite audit terdiri dari satu
orang komisaris dan anggota lainya berasal dari luar perusahaan yang
bersifat independen. Banyaknya anggota komite audit sekurang-
kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Komite audit
menggunakan skala rasio dengan pengukuran:

AC =JUMLAH ANGGOTA KOMITE

D. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung jawab sosial perusahaan menunjukkan kepedulian
perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak lain secara lebih luas dari
pada hanya sekedar kepentingan perusahaan saja. Tanggung jawab sosial
dari perusahaan (Corporate Social Responsibility) merujuk pada semua
hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder,
termasuk didalamnya adalah pelanggan atau customers, pegawai komunitas,
pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga competitor.

Pengembangan program-program sosial perusahaan dapat berupa bantuan

* Moh. Wahyudin Zarkasyi, Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur,
Perbankan, Dan Jasa Keuangan Lainnya, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal 22
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fisik, pelayanan kesehatan, pembangunan masyarakat (community
development), outreach, beasiswa dan sebagainya.*

Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap
lingkungan perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam
rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan,
serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya.*” Menurut bahasa,
Corporate Sosial Responsibility diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas memilih menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan untuk penjabaran dalam pengaturan tersebut. Pada saat ini
belum adanya kesatuan bahasa terhadap istilah CSR namun secara
konseptual semuanya memiliki kesamaan makna. Beragam istilah yang
sepadan dengan CSR misalnya Corporate Responsibility, Corporate
Citizenship, Responsible Business, Sustainable Responsible Business, dan
Corporate Social Performance.*

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah komitmen perusahaan
atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang
berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan
menintikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek

ekonomis, sosial dan lingkungan. Kompleksitas permasalahan sosial yang

*“ ErniR. Ernawan, Business Ethics, (Bandung: Alfabeta, 2007), Hal: 109

* Buchari Alma Dan Donnijuni, Manajemen Bisnis Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2009)
HIm.180

% Busyra Azheri, Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory,
(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Hal.213
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semakin rumit dalam dekade terakhir dan implementasi desentralisasi telah
menepatkan CSR sebagai suatu konsep yang diharapkan mampu
memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat
miskin.”’

CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab perusahaan kepada
para pemamangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak
negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencangkup aspek
ekonomi sosial dan lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan.” CSR adalah mekanisme alami sebuah
perusahaan untuk ‘membersikan’ keuntungan-keuntungan besar yang
diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperolah
keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak
disengaja apalagi yang disengaja. Dikatakan sebagai mekanisme alamiah
karena CSR adalah konsekuensi dari dampak keputusan-keputusan ataupun
kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh perusahaan, maka kewajiban perusahaan
tersebut adalah membalikkan keadaan masyarakat yang mengalami dampak
tersebut kepada keadaan yang lebih baik.*

Pengertian CSR sangat beragam. Intinya, CSR adalah operasi bisnis
yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan

secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara

*" Hendrik Budi, Untung, Corporate Social Responsibility, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Hal.1

* Wibisono Yusuf, Membedah Konsep & Aplikasi Csr (Corporate Social Responsibility),
(Jakarta: Pt Gramedia, 2007) Hal.§8

* Miftachul Huda, Prastowo dan Joko, Corporate Social Responsibility Kunci Meraih
Kemuliaan Bisnis, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011) hal.17
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holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Beberapa nama lain yang memiliki
kemiripan dan bahkan sering di identikkan dengan CSR adalah corporate
giving, corporate philanthropy, corporate community vrelations, dan
community development.

Corporate Social Responsibility merupakan bentuk tanggung jawab
perusahaan dalam meminimalkan kesenjangan sosial dan kerusakan
lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan.
Pengungkapan CSR akan mampu memberikan sinyal positif kepada
investor. Semakin banyak pengungkapan CSR maka semakin baik pula citra
perusahaan tersebut.’® Perhitungan CSRI tersebut menggunakan pendekatan
dikotomi yaitu setiap item CSRI diberi nilai 1 apabila diungkapkan, dan

nilai 0 apabila tidak diungkapkan.

JUMLAH ITEM YANG DIUNGKAPKAN PERUSAHAAN
BANVAKNYA ITEM PENGUNGKAFPAN

CSRI = x100%

a. Bentuk CSR
Menurut Kotler dan Lee’', terdapat program yang mendukung
CSR, yaitu sebagai berikut:
1) Cause Promotion
Bentuk kepedulian organisasi terhadap isu-isu tertentu yang
sedang beredar dalam masyarakat. Organisasi mengajak semua lapisan

masyarakat untuk ikut peduli pada isu tersebut.

30 Widyasari, Nita Ayu, Suhandak, dan Ahmad Husnaini, Pengaruh Good Corporate
Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Jurnal Administrasi dan Bisnis.
Vol. 26 No. 1, 2015

3! Philip Kotler, Nancy Lee, Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For
Your Company And Your Cause. John Wiley & Sons, (Inc. New Jersey, 2005) Hal.23
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2) Cause Related Marketing
Organisasi menggunakan beberapa persen dari harga jual produk
(barang atau jasa) untuk donasi dan sumbangan tertentu.
3) Corporate Social Marketing
Organisasi memiliki target untuk mengubah perilaku masyarakat
terhadap suatu isu dari yang kurang baik menjadi baik.
4) Corporate Philanthropy
Berupa pemberian kontribusi atau bantuan secara langsung, baik
dalam bentuk dana maupun jasa kepada pihak yang membutuhkan.
5) Corporate Volunteering
Organisasi melibatkan karyawan secara langsung dalam
kegiatan CSR pada jam kerja dan tetap mendapat gaji.
6) Social Responsibility Business Practice
Merupakan inisiatif organisasi untuk mengadopsi dan mengatur
praktik bisnis seperti sistem kerja dan investasinya dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan.
b. Manfaat CSR
Untung’®> mengungkapkan jika hubungan antara perusahaan dan
masyarakat tidak solid bisa dipastikan adanya suatu permasalahan,
pelaksanaan program-program CSR belum sepenuhnya diterima oleh

masyarakat, itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan

32 Ibid, Hendrik Budi, Untung, Corporate Social Responsibility.....hal.6
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terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, tampak bahwa manfaat
CSR bagi perusahaan antara lain:
1) Mempertahankan dan mendongkrak citra dan reputasi.
2) Layak mendapatkan Social Licence to Operate (lisensi untuk
beroperasi secara sosial)
3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan
4) Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5) Membentangkan akses menuju market dan membuka peluang pasar
yang lebih luas
6) Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah
7) Memperbaiki hubungan dengan Stakeholders
8) Memperbaiki dengan Regulator (pengatur)
9) Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
10) Peluang mendapatkan penghargaan
Nilai Perusahaan
Nilai  perusahaan merupakan capaian utama dari setiap
penyelenggaraan sebuah manajemen usaha. Nilai perusahaan diartikan
sebagai harga yang bersedia dibayar oleh calon investor seandainya suatu
perusahaan akan dijual. Tujuan utama dari perusahaan adalah untuk
memaksimalkan nilai perusahaan. Oleh karena itu nilai perusahaan yang
tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang

tinggi menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi, sehingga
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para pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan
tersebut.

Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan mengharapkan manajer
keuangan akan melakukan tindakan terbaik bagi perusahaan dengan
memaksimalkan nilai perusahaan sehingga kemakmuran pemilik atau
pemegang saham dapat tercapai nilai perusahaan dapat menggambarkan
keadaan perusahaan. Semakin baik nilai perusahaan, perusahaan akan
dipandang baik oleh calon investor.’

Harga saham cenderung tinggi pada saat perusahaan memiliki banyak
kesempatan untuk berinvestasi mengingat hal tersebut akan meningkatkan
pendapatan pemegang saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai
perusahaan juga menjadi tinggi. Nilai perusahaan dan harga saham
mengikhtisarkan penilaian kolektif investor tentang seberapa baik keadaan
suatu perusahaan, baik kinerja saat ini maupun prospek masa depannya.
Oleh karena itu, peningkatan harga saham mengirimkan nilai positif dari
investor kepada manajer. Itulah sebabnya kompensasi manajemen puncak
dikaitkan dengan harga saham. Manajer yang memiliki saham
diperusahaannya akan termotivasi meningkatkan nilai pasar perusahaannya.
Hal ini mengurangi biaya agensi dengan menyelaraskan kepentingan dan

pemegang saham. Inilah keuntungan penting go public.>*

3 Mutmainah, Analisis Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan, E-
Jurnal STIE Dewantara, Vol. X, No. 2 Oktober 2015, ISSN: 1907-7513.
> Ibid, Muhammad Tamrin Dan Bahtiar Maddatuang, Penerapan Konsep..., Hal 15.
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Menurut Sartono®® nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah
perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi. Adanya kelebihan
nilai jual diatas, nilai likuidasi adalah nilai dari organisasi manajemen yang
menjalankan perusahaan itu. Sedangkan Harmono® berpendapat bahwa nilai
perusahaan adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham
yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang
merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan.

Menurut Brigham dan Erdhadt’ nilai perusahaan merupakan nilai
sekarang (present value) dari free cash flow di masa mendatang pada tingkat
diskonto sesuai rata-rata tertimbang biaya modal. Free cash flow merupakan
cash flow yang tersedia bagi investor (kreditur dan pemilik) setelah
memperhitungkan seluruh pengeluaran untuk operasional perusahaan dan
pengeluaran untuk investasi serta aset lancar bersih. Sedangkan menurut
Gitman®® nilai perusahaan adalah nilai aktual per lembar saham yang akan
diterima apabila aset perusahaan dijual sesuai harga saham.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa nilai
perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan

> Sartono, Agus, Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi. (Yogyakarta: BPFE.2010)
Hal.487

*® Harmono, Manajemen Keuangan Berbasis Balanced Scorecard (Pendekatan Teori,
Kasus, Dan Riset Bisnis). (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) Hal.233

*7 Brigham Dan Ehrhardt, Financial Management Theory And Practice, (Eleventh Edition.
Ohio: South Western Cengage Learning, 2005) Hal.518

% Gitman, Lawrence J, Principles Of Manajerial Finance. (International Edition, 10 Th
Edition. Boston: Pearson Education, 2006) Hal.352
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kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun
juga pada prospek perusahaan di masa mendatang. Memaksimalkan nilai
perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan
memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan tujuan utama
perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang
sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena dengan meningkatnya
nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat.

Dalam penelitian nilai perusahaan merupakan variabel dependennya.
Nilai perusahaan merupakan nilai yang mencerminan ekuitas dan nilai buku
pada suatu perusahaan. Salah satu cara melihat nilai perusahaan dengan cara
melihat harga penutupan saham perusahaan di pasar bursa.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham
menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian. Menurut Sudana® rasio
penilaian adalah suatu rasio yang terkait dengan penilaian kinerja saham
perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal (go public). Rasio
penilaian memberikan informasi seberapa besar masyarakat menghargai
perusahaan, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli saham dengan
harga yang lebih tinggi dibanding nilai bukunya. Berikut ini beberapa
metode yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan:

a. Price Earning Ratio (PER)
Price earning ratio (PER) menunjukkan berapa banyak jumlah

uang yang rela dikeluarkan oleh para investor untuk membayar setiap

% Sudana, I Made, Manajemen Keuangan Perusahaan Teori Dan Praktek, (Jakarta:
Erlangga, 2011) Hal.23
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dolar laba yang dilaporkan.”” Rasio ini digunakan untuk mengukur
seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan dengan
keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang saham. Adapun rumus
yang digunakan untuk mengukur price earning ratio (PER) adalah

sebagai berikut:

MARKET PRICE PER SHARE
EARNING PER SHARE

PER =

b. Price To Book Value (PVB)

Price to Book Value (PBV) adalah rasio yang menunjukkan apakah
harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued
(di bawah) nilai buku saham tersebut.’ Price to Book Value (PBV)
menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham
suatu perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan
prospek perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu
perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap
jumlah modal yang diinvestasikan. Adapun rumus yang digunakan untuk

mengukur Price Book Value (PBV) adalah sebagai berikut:

HARGA PASAR PER SAHAM
NILAI BUKU

PBV =

60 Brigham, Eugene F And Joel F. Houston, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Jakarta:
Salemba Empat, 2006) Hal.110

%! Fakhruddin Dan Hadianto, Sopian, Perangkat Dan Model Analisis Investasi Di Pasar
Modal, Buku Satu, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2001) Hal. 112
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c. Tobin’s Q

Alternatif lain yang digunakan dalam mengukur nilai perusahaan
adalah dengan menggunakan metode Tobin’s Q yang dikembangkan oleh
James Tobin. Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai
pasar saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan.®* Rasio Q
lebih unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku karena rasio
ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat ini secara relatif terhadap
berapa biaya yang dibutuhkan untuk menggantinya saat ini. Adapun

rumus Tobin’s Q adalah sebagai berikut:

Q- (EMV+D)
(EBV+D)

Keterangan:

Q = nilai perusahaan

EMV = nilai pasar ekuitas

EBV  =nilai buku dari total aktiva

D = nilai buku dari total hutang

EMYV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada
akhir tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir
tahun sedangkan EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan
dengan total kewajibannya.

Dengan adanya pengukuran yang begitu banyak seperti yang sudah

dijelaskan di atas, untuk penelitian ini akan menggunakan pengukuran

62 Weston, J. Fred Dan Copeland, Thomas E, Manajemen Keuangan Jilid 1, Edisi Ke-9.
(Jakarta: Binarupa Aksara, 2001) Hal.234
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Price to Book Value (PBV). Karena dirasa lebih memudahkan dalam

menganalisis. Nilai buku mempunyai ukuran intutif yang relatif stabil

yang dapat diperbandingkan dengan harga pasar. Investor yang kurang

percaya dengan metode discounted cash flow dapat menggunakan price

to book value sebagai perbandingan. Adapun rumus yang digunakan

untuk mengukur Price Book Value (PBV) adalah sebagai berikut:

HARGA PASAR PER SAHAM

PBV =

NILAI BUKU

F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahuku berfungsi untuk membrikan gambaran dan

penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam

pembahasan ini, di samping itu juga bertujuan mendapatkan bahan

pertimbangan acuam. Dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan pada

penelitian ini meliputi:
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu
No Nama, Judul, Metode Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan
Tahun Penelitian Penelitian Penelitian Penelitian
1 Maureen Erna | Metode (D) Kepemilikan | Persamaan dari | Perbedaan
Marius dan Indah | kuantitatif manajerial penelitian ini yaitu | dari
Masri, “Pengaruh berpengaruh  positif | pada variabel | penelitian ini
Good  Corporate dan tidak signifikan | independenya yaitu  pada
Governance  Dan terhadap nilai | diantaranya  yaitu | variabel
Corporate  Social perusahaan (2) | kepemilikan independen
Responsibility kepemilikan manajerial, yaitu dewan
Terhadap Nilai institusional kepemilikan komisaris
Perusahaan” 2017 berpengaruh negatif | istitusional, komite | independen
dan signifikan | audit, CSR dan
terhadap nilai | variabel

63 Maureen Erna Marius! dan Indah Masri, “Pengaruh Good Corporate Governance Dan
Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan”, Konferensi Ilmiah Akuntansi IV
(ISBN 978-602-70083-4-2) 2017
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perusahaan (3) | dependennya yaitu

komite audit | nilai perusahaan.

berpengaruh negatif

dan signifikan

terhadap nilai

perusahaan (4) CSR

berpengaruh  positif

dan signifikan

terhadap nilai

perusahaan.
Junda Muhammad | Metode Semua variabel yang | Persamaan dari | Perbedaan
“Pengaruh  Good | kuantitatif diteliti menunjukkan | penelitian ini | dalam
Corporate independen  dewan | adalah terdapat | penelitian ini
Governance Yang komisaris dan komite | pada variabel | terletak pada
Terdiri audit  berpengaruh | independennya variabel
Kepemilikan positif terhadap nilai | yaitu kepemilikan | independen
Manajerial, perusahaan. manajerial, yaitu dewan
Independen Dewan Corporate Social | kepemilikan komisaris
Komisaris, Responsibility istitusional, komite | independen
Kepemilikan berpengaruh positif | audit, CSR dan
Institusional ~ Dan terhadap  keputusan | variabel
Pengaruh nilai perusahaan. | dependenya yaitu
Corporate  Social Sedangkan nilai perusahaan.
Responsibility kepemilikan
Terhadap Nilai manajerial dan
Perusahaan  Pada kepemilikan
Perusahaan institusional
Manufaktur Yang berpengaruh negatif
Terdaftar Di BEI signifikan  terhadap
Tahun 2012-2016” nilai perusahaan
2018%
Masrum metode kepemilikan Persamaan dalam | Perbedaan
Muhammad Noor | penelitian institusional dan | penelitian ini | dalam
Subkhan “Pengaruh | kuantitatif kepemilikan terdapat pada | penelitian ini
Good  Corporate manajerial variabel terletak pada
Governance berpengaruh independennya variabel
Terhadap Nilai signifikan  terhadap | yaitu kepemilikan | independen
Perusahaan” 2016% nilai perusahaan, | manajerial, yaitu dewan

variabel komite juga | kepemilikan komisaris

berpengaruh istitusional, komite | independen

terhadap nilai | audit, CSR dan

perusahaan. variabel

64 Junda Muhammad, Skripsi, “Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate
Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,
2018).

6 Masrum Muhammad Noor Subkhan, Skripsi, “Pengaruh Good Corporate Governance
Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan
Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2011-2015”,
(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).
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Sedangkan
profitabilitas  tidak
dapat memediasi
pengaruh Good
Corporate

Governance terhadap
nilai perusahaan.

dependenya yaitu
nilai perusahaan

Muhammad  Saifi | Metode ada pengaruh | Persamaan dalam | Perbedaan
“Pengaruh  Good | kuantitatif signifikan secara | penelitian ini | dalam
Corporate simultan dari | terletak pada | penelitian ini
Governance variabel dewan | variabel terletak pada
Terhadap Kinerja komisaris independenya yaitu | variabel
Perusahaan dan independen dan | dewan  komisaris | independenya
Nilai Perusahaan” komite audit | independen dan | yaitu CSR,
2017 terhadap kinerja | komite audit, dan | kepemilikan

keuangan dan | variabel manajerial,

terdapat  pengaruh | dependenya yaitu | kepemilikan

signifikan secara | nilai perusahaan institusional

parsial dari variabel

dewan komisaris

independen dan

komite audit

terhadap nilai

perusahaan.
Muhamad Igbal | metode Hasil penelitian | Persamaan dalam | Perbedaan
dan Rio Johan | deskriptif menunjukkan bahwa | penelitian ini | dalam
Putra  “Pengaruh | kuantitatif (1) CSR terhadap | terletak pada | penelitian ini
Corporate  Social nilai perusahaan | variabel terletak pada
Responsibility Dan berpengaruh positif | independennya variabel
Good  Corporate signifikan (2) | yaitu CSR, dewan | independenya
Governance komisaris komisaris yaitu komite
Terhadap Nilai independen terhadap | independen, audit dan
Perusahaan Dengan nilai perusahaan | kepemilikan kepemilikan
Perencanaan Pajak berpengaruh positif | institusional ~ dan | manajerial
Sebagai  Variabel signifikan (3) | variabel
Moderasi” 2018’ kepemilikan dependenya  yaitu

institusional terhadap | nilai perusahaan.

nilai perusahaan

berpengaruh  positif

signifikan, 4)

perencanaan  pajak

terhadap nilai

perusahaan

6 Muhammad Saifi, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan
dan Nilai Perusahaan (Studi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Terdaftar di BEI
Periode 2012-2015)”, Jurnal Akuntansi, Vol. 50 No. 03 Thn. 2017.

7 Muhamad Igbal dan Rio Johan Putra, “Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan
Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Perencanaan Pajak Sebagai
Variabel” Media Studi Ekonomi, Volume 21 No.1 Januari - Juni 2018
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berpengaruh negatif
signifikan.
Sedangkan
perencanaan
sebagai

moderating
dapat
atau
hubungan
variabel independen
dengan dependen.

pajak
variabel
tidak
memperkuat
memperlemah
antar

Sumber: data sudah diolah, 2021

G. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk mempermudah memahami penelitian ini terbentuk sebuah

konsep kerangka pemikiran antara variabel bebas (independent) dengan

variabel terikat (dependent) dapat digambarkan sebagai berikut:

Eepemilikan Manajerial
X1

Eepemilikan Institusional
o

Independensi Dewan
Komisaris

XS

Komite Audit

X—'I-

Corporate Social
Responsibility

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

Wilai Perusahaan
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Penelitian ini memiliki satu variabel terikat (dependent variable) dan
lima variabel bebas (independent variable). Variabel terikat (dependent
variable) (Y) yaitu nilai perusahaan. Sedangkan variabel bebas (independent
variable) terdiri dari Kepemilikan manajerial (X;), Kepemilikan
Institusional (X;), Dewan komisaris independen (X3), Komite Audit (Xy),
dan Corporate Social Responsibility (Xs).

HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar
atau mungkin juga tidak benar tentang suatu populasi.®® Maka hipotesis
dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap
permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul,
mengacu pada landasan teori yang ada.

Setelah melihat kontribusi yang ada dan permasalahan yang telah
dikemukakan di atas, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis sebagai
berikut:

H,= Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H,= Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan

H; = Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
H,= Komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Hs= Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap nilai

perusahaan.

6% Akhmad Fauzy, Statistik Industri, (Erlangga, 2008), hal 173
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He¢= Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris
Independen, Komite Audit, dan Corporate Social Responsibility

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.



